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P U T U S A N 

Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELONG 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, Desa xxxxxxx, 

Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, 

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SURAWIJAYA, 

S.H,.M.H, dan AGUS EDI SATRIAWAN, SH Advokat/Pengacara 

yang berkantor di Jln. Soekarno-hatta sakra, koramil 1615 jr. 

Gadung suwangi timur-lotim berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam register 

kuasa Nomor 690/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/xi/2024 tanggal 07 

November 2024, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, Desa xxxxxxx, 

Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2024 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 08 

November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan 

Pada hari Kamis, 17 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 08 

Muharram 1429 H dengan akta nikah nomor : 99/39/II/2008 sebagaimana 

Duplikat Kutipan Akta Nikah No: B.609/KUA.18.03.03/11/2024 tertanggal, 

06 November 2024;   

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut yakni 

wali nasab (ayah Penggugat) atasnama Lalu Marwan dan disaksikan 

oleh  keluarga Pihak Penggugat dengan Tergugat, serta maskawin berupa 

uang tunai sebanyak Rp.1.000,000 (Satu Juta Rupiah);   

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan 

Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada pertalian nasab, kerabat, 

semenda atau susuan dan tidak ada larangan lain yang dilanggar sejak 

pernikahan berlangsung hingga saat ini baik secara syari'at islam maupun 

secara hokum positif (Vide: Pasal 8 UU No.1 tahun 1974 ttg Perkawinan);   

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dengan 

Tergugat tinggal dirumah Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx 

Desa Presak Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;     

5. Bahwa dalam melansungkan rumah tangganya Penggugat dengan 

Tergugat hidup rukun sebagaimana suami isteri pada umumnya hingga dari 

pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak masing-masing 

bernama Sasaka Hermawan Maulana dan Artha Dwi Marchelia;   

6. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak rukun serta tidak 

harmonis lagi dari tahun 2015, dan pada tahun 2015 tersebut Penggugat 

Kembali tinggal Bersama orang tuanya yang beralamat di jln Lintas 

Sumbawa kota permai RT.01 RW 11 Kecamatan Utan Kabupaten 

Sumbawa Besar;   

7. Bahwa selama Penggugat berada dirumah orang tuanya (di Sumbawa 

Besar) tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga saat ini;   

Disclaimer
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8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5203023003100002 tergugat 

diketahui saat ini telah menikah lagi dengan orang lain bernama SRI 

WAHYUNI tanpa sepengetahuan Penggugat;   

9. Bahwa berdasarkan posita angka 6, 7 dan 8 perkara a quo tindakan 

Tergugat cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke 

Pengadilan Agama Selong, agar para pihak tidak lebih jauh melanggar 

norma agama (Syari'at Islam); (Vide: Pasal 19 PP No. 9 tahun 1974 Jo 

Pasal 116 Inpres No. 1 tahun 1991 ttg Kompilasi Hukum Islam jo SEMA 

Nomor 4 tahun 2014 jo SEMA Nomor 1 tahun 2022);   

10. Bahwa atas kejadian sebagaimana dalam posita gugatan a quo rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan lagi 

untuk dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ttg Perkawinan jo 

Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 ttg Kompilasi Hukum islam yakni 

membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah sudah 

tidak dapat dipertahankan lagi ;   

11. Bahwa agar pihak Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar 

Norma Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Hukum, maka perceraian 

merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;   

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia 

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   

2. Menyatakan hukum, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra oleh Tergugat 

(BENI ALPATONI Bin HERMAN) terhadap diri Penggugat (BAIQ 

YULIAWANI Binti LALU MARWAN,);   

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.  

   

Disclaimer
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SUBSIDAIR: 

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex equo et bono);  

  

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus 

kepada SURAWIJAYA, S.H,.M.H, dan AGUS EDI SATRIAWAN, SH Advokat 

dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Soekarno-hatta sakra, 

koramil 1615 jr. Gadung suwangi timur-lotim berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tertanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Selong dengan Nomor 690/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 

07 November 2024; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut 

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang 

bersangkutan;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

menurut relaas Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 11 November 2024 dan 

21 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203025107900001 tanggal 11 

Juli 2015 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa 

oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai 

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);  

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 

B.609/KUA.18.03.03/11/2024 Tanggal 06 November 2024. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.2); 

B.  Saksi: 

1.  SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx 

xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx,Desa xxxxxxx, Kecamatan 

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Kandung 

Penggugat;   

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxx, Desa xxxxxxx, 

Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 

1. Sasaka Hermawan Maulana 

2. Artha Dwi Marchelia; 

Disclaimer
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-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah rumah sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang 

dan sudah tidak bersatu lagi; 

-  Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah 

kediaman bersama;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun 

kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

2.  SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, 

bertempat tinggal di Gerami Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah; 

− Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxx, Desa xxxxxxx, 

Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx; 

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 

1. Sasaka Hermawan Maulana 

2. Artha Dwi Marchelia; 

− Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 

tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;   

-  Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah 

kediaman bersama;   

− Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun 

kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;   
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Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan 

yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang 

mengabulkan tuntutan Penggugat;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Pendaftaran secara E-Court 

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan melalui Sistem Informasi 

Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat 

gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti 

kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan 

Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan 

sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata 

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a 

quo dapat dilakukan secara elektronik; 

Surat Kuasa 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus 

Penggugat tertanggal 05 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 

690/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 07 November 2024, ternyata 

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis 

Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa 

Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu 

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek 

pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan 

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara 

aquo sebagai advokat profesional; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, 

oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai 

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat sering melalaikan kewajibannya 
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memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak tahun 2015 berpisah 

rumah/telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula 

sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana 

layaknya suami-istri; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah 

memenuhi syarat prosedural pembuktian, bernazegelen dan cocok dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan 

pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa 

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 Februari 2008;  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 
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Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g; 

Fakta Kejadian 

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 

2015 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul 

lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing 

sebagaimana layaknya suami isteri; 

2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar 

bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, 

karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 

tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta 

fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir 
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proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap 

gugatannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap 

mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh 

pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat 

hidup rukun kembali dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum 

ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa 

saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan 

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus 

ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi; 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan 

apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan 

mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga 

menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini 

sesuai qoidah fiqhiyah:  

 

Artinya: “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik 

segala yang bermaslahat“; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, 

Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;  

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan  

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di 

persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BENI ALPATONI BIN 

HERMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy. 

.sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 
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sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad 

Suadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis 

 

 

Fatkun Qorib, S.Sy. 

Hakim Anggota 

 

 

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Fauzi Prihastama, S.Sy. 

Panitera Pengganti 

 

 

Akhmad Suadi, S.H. 

 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses : Rp.  75.000,00 

3. Biaya E-Court : Rp.   28.000,00  

4. Panggilan : Rp.  28.000,00 

5. PNBP Panggilan : Rp.  20000,00 

6. Reg Kuasa : Rp.   10.000,00 

7. Redaksi : Rp.  10.000,00 

8. Meterai : Rp.  10.000,00 

Jumlah  : Rp.   201.000,00  

  (dua ratus satu ribu rupiah).  
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